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PENGANTAR
Kepala P3DI Setjen DPR RI

Alhamdulillahirabbil’alamin, saya menyambut dengan gembira
terbitnya buku yang berjudul “Penyadapan dalam Hukum di Indonesia:
Perspektif lus Constitutum dan Ius Constituendum* yang ditulis oleh
seorang Peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI. Kehadiran buku ini sangat penting, karena
Peneliti yang menulisnya, dalam kesehariannya mempunyai tugas
memberikan dukungan keahlian kepada DPR, khususnya di bidang
hukum, sehingga memiliki posisi yang strategis dalam mengikuti dan
memberikan masukan mengenai perdebatan dan polemik tentang
penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Sebagai sebuah kajian, buku ini memetakan permasalahan-
permasalahan yang menjadi polemik pada proses penyadapan yang
dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan atau penyelidikan tanpa
meminta izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, serta tidak
adanya jangka waktu dalam pelaksanaan penyadapan. Dengan pemetaan
permasalahan-permasalahan dan pemecahan, Buku ini diharapkan
dapat memberikan masukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia khususnya maupun masyarakat pembaca mengenai
penyadapan oleh KPK dan pengaturan penyadapan secara umum.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Puteri
Hikmawati, SH., MH, atas terbitnya buku ini, semoga bermanfaat
bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2015

Kepala Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi
Setjen DPR RI

e

Dr. Rahaju Setya Wardani, SH., MM
NIP. 19600419 198803 2 001
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PENGANTAR
Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Polemik kewenangan penyadapan oleh KPK mengingatkan saya
pada polemik mengenai keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) yang juga bermuara pada putusan judicial review Mahkamah
Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
pada 19 Desember 2006 yang tidak menghapus Pengadilan Khusus
Tipikor, melainkan memerintahkan pembentukan UU Pengadilan
Khusus Tipikor. Polemik ini bermula dari lahirnya UU tentang
Pemberantasan Korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.
20 Tahun 2001) yang kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK). Setelah itu, penanggulangan korupsi mulai terlihat lebih “bertaji”
karena hadirnya KPK dan pengadilan korupsi.

Seperti halnya polemik pengadilan tipikor, persoalan penyadapan
ini juga mempertentangkan dua pihak yang pro dan kontra. Di satu pihak
terdapat pandangan yang mengatakan bahwa penyadapan harus diatur
dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan,
sehingga pengaturan ini dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. Pandangan
ini perlu didukung oleh argumentasi dengan menunjukkan kelebihannya,
baik dari sudut konstitusional, harmonisasi dengan perundang-undangan
lain, aspek kelembagaan, integritas hakim selama ini dalam menangani
perkara korupsi, maupun prospeknya ke depan. Demikian pula dengan
pihak yang mengajukan gagasan bahwa pengaturan penyadapan itu
tidak berkaitan dengan pelemahan KPK, karena KPK menggunakan UU
khusus yang mengatur masalah penyadapan, perlu juga didukung dengan
argumen-argumen yang kurang lebih sama, yaitu yuridis, sosiologis,
kelembagaan, pengalaman, dan prospeknya di masa mendatang.

Jika kedua pendirian dan argumen tersebut dipaparkan dan
didiskusikan mendalam serta memberikan kesempatan pada elemen-
elemen civil society untuk ikut mengkritik dan memberikan masukan,
maka diharapkan muncul gagasan ideal mengenai pengaturan masalah
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penyadapan itu, sehingga pemerintah dan parlemen dapat mengambil
keputusan terbaik dalam revisi UU KUHAP dan UU KUHP yang tengah
bergulir saat ini. Perlu disadari sepenuhnya, dalam setiap gagasan,
ada kebaikan dan kelemahan, apalagi jika dihadapkan pada masalah
korupsi yang sudah menjadi extra-ordinary crimes. Hal tersebut
tidak bisa dibantah, bahkan didukung pendapat dunia Internasional,
pertimbangan dalam Putusan MK serta pendapat banyak pakar hukum,
dan hukum positif yang ada.

Buku yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dengan judul
“Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum
dan lus Constituendum” ini sangat menarik untuk disimak lebih lanjut,
karena menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan
mulai dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana polemik
ini juga mengarah pada pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU
KPK. Menariknya, pembahasannya tidak terbatas pada bagaimana
masalah penyadapan ini diatur di dalam hukum positif di Indonesia,
tetapi juga menyajikan pembahasan mengenai pengaturan
penyadapan di beberapa negara lain. Bagaimanapun, penyadapan
memang dibutuhkan untuk pengungkapan sejumlah kasus korupsi
yang tertata rapi, terorganisasi, dan sistematis. Perbuatan korupsi
semacam ini sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga terobosan
seperti penyadapan menjadi penting bagi penyidik.

Saya mengenal Penulis sejak tahun 1997 ketika bersama-sama
mengikuti perkuliahan Magister Hukum di Universitas Indonesia.
Saya sangat mengapresiasi Penulis yang telah menyediakan
waktu menulis buku yang penting ini. Penulis memang memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang mendalam sebagai seorang
Peneliti di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Setjen DPR RI, sehingga buku ini tentu sangat baik kualitasnya.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga
buku yang bermanfaat ini dapat dibaca oleh kalangan yang lebih luas dan
menambah khasanah pustaka hukum yang saat ini makin beragam.

Depok, Qktober 2015

Prof. Topo Santo -H., M.H. Ph.D.
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Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain sebagai
koordinator dalam Penelitian Tim mengenai Penegakan Hukum
Tindak Pidana di Bidang Perikanan, 2015; Kesiapan Pemerintah
dan Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Undang-Undang
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014; Pemberantasan
Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, 2013; Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2012; dan Implementasi Prinsip-
prinsip Hak Sipil dan Hak Politik dalam Peraturan Perundang-
undangan Nasional, 2011.

Penelitian Individu yang telah dilakukan, antara lain mengenai
Penegakan Hukum Tindakan Penghinaan terhadap Pengadilan,
2015; Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Acara Pidana, 2014;
Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,
2013; Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana,
2012; dan Relevansi Hukum Pidana Adat Dayak di Kalimantan Barat
dengan Hukum Pidana Nasional, 2010.
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Pemeriksaan Perkara; Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi
dalam UU No. 13 Tahun 2006; Eksistensi Hakim Komisaris dalam
Sistem Peradilan Pidana; Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus
Narkoba; Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan
Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah; Kompetensi Pengadilan
Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ad Hoc; Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan; Sanksi
Pidana bagi Pengguna Narkotika.

Selain meneliti dan menulis, pernah terlibat dalam penyusunan dan
pembahasan beberapa rancangan undang-undang (RUU) di DPR R],
antara lain: penyusunan RUU tentang Bantuan Hukum, 2009; RUU
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
2009; RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, 2008; RUU tentang Perubahan atas UU No. 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 2003; RUU tentang Pornografi
dan Pornoaksi, 2003; dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, 2000. Sedangkan dalam pembahasan RUU, pendamping
dalam pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana dan RUU
tentang KUHP, 2013-2015; RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, 2009; dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14
Tahun 1985, 2008.

Mengikuti berbagai pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri,
antara lain legislative drafting di New Delhi, India, 1993; studi
mengenai peran Pusat Pengkajian di Parlemen Australia, 1999;
pelatihan metode penelitian, teknik penyusunan Naskah Akademik
dan RUU, baik yang diadakan oleh Bagian Diklat Setjen DPR RI,
ELIPS, maupun USAID bekerjasama Departemen Hukum dan HAM
(saat ini Kementerian Hukum dan HAM).
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PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM DAN
IUS CONSTITUENDUM

Buku ini menarik untuk disimak, karena menguraikan secara
komprehensif masalah penyadapan mulai dari kontroversinya di
masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU
KPK. Menariknya, pembahasannya tidak terbatas pada bagaimana
masalah penyadapan ini diatur dalam hukum positif di Indonesia, tetapi
juga menyajikan pengaturan penyadapan di beberapa negara lain.
Walaupun pelaksanaannya dianggap tidak patut menurut ukuran hak
asasi manusia, dikarenakan hak atas perlindungan diri pribadi ( privacy
rights) dijamin secara tegas oleh UUD Tahun 1945, namun penyadapan
dibutuhkan untuk mengungkap sejumlah tindak pidana yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (Transnational crime)
yang bersifat terorganisasi (organized), seperti tindak pidana korupsi.
Tindak pidana semacam ini sangat sulit untuk dijerat, sehingga
kewenangan penyadapan menjadi penting bagi penyidik.
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